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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi 
Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4937); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan _ 1 _ 
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Mengingat 

a. bahwa dalam rangka penataan pegawai dan pelaksanaan 
program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada 
kinerja, diperlukan penetapan uraian analisa jabatan 
pada setiap jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri 
Sipil yang profesional, berdaya guna dan barhasil guna; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pulau Morotai; 

Menimbang 

BUPATI PULAU MOROTAI 
PROVINSI MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATl PULAU MOROTAI 
NOMOR ~.G TJ\HUN 2020 

TENT ANG 

HASIL ANALISIS JABATAN 
DI LINGKUNGAN PEMERTNTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

\ 
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Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor6041); 1 • I > ~ .\ .,.1 , •• , J,:,~1:- 
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11.Peraturan Pm rintah Nomor 12 T hun 2019 tentang 
P ngclolaan I uan an Daerah (Lcmbaran Negara 
R pu lik lndon sia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 
Lernbaran N gara Rcpuhlik fndonc i Nomor 6322); 

12. raturan P m rintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang 
P nilaian Pr sta i J rja P wai Neg ri SipiJ (Lembaran 
N ara R publik lndone ia Tahun 2019 Nomor 77, 
Tambahan Lcrnbar n N gara Republik Indon sia Nomor 
6340)· 

13. Pcraturan Mcnt ri Dalam N eri Nomor 13 Tahun 2006 
t ntan P dornan Pcngclol n K uangan Daerah 

bagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
M nteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan I edua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pedoman Analisis Behan Kerja Di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Evaluasi Jabatan; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
1273); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Pedoman Anali is Jabatan dan ban Kerja 
(Berita Negara Republik Indon sia Tahun 2020 Nomor 26)· 

19. P raturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 t ntan 
Pemben ukan dan Susunan P rangkat Da rah Kabupat n 
Pulau Morotai (Lernbaran a rah I .abupnt n ul u 
Morotai Tahun 2016 Norn r 3, T rnbahan Lernb ran 
Da rah Kabupaten ulau Morot i Nomor 2 ) s bag im na 
t .lah diubah d ngan raturan rnh Nomor 2 Tahun 
2017 t ntnng Pcrubnhan Atas P rnturan On rah Norn r 3 
Tahun 2016 t nt ng Pcmbentuknn dnn u unan 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai. 
4. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan 

data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan. 
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjav ab, 

wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi 
Negara. 

6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 
memimpin satuan organisasi. 

7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 
pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan 
untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 

8. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 
pada ketrampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya 
tidak disyaratkan dengan angka kredit. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI. 

Menetapkan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2); 

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32); 

21. Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 
Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan 
Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 

22. Peraturan Bupati Pu]au Morotai Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Tim Cipta Lapangan Kerja (Serita Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 03); 

I 
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Pasal3 

Hasil Analisis Jabata.n berupa Nama Jabatan dan Uraian Jabatan serta jumlah 

pegawai yang dibutuhkan pada setiap jabatan dalam struktur Organisasi 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai 
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BAB 11 
HASIL ANALISIS JABATAN 

Pasal 2 

( 1) Hasil analisis jabatan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan 
kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, 
ketatalaksanaan serta perencanaan kebu tuhan pendidikan dan pelatihan 
aparatur. 

(2) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi 
setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya. 
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12. are jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki 1 h 
oran untuk mcnduduki uatu jahatan clan rncrupakan tun utan 

k mampuan kerja yang ditunjukkan d ngan keahlian atau keterampilan 
k rja ang diidentifikasi dari pcmilikan pengctahuan kerja, pendidikan, 
pelatihan pengalaman kerja, dan kcmampuan dari aspek psikologis dan 
kekuatan fisik. 

13. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digarnbarkan secara vertikal 
maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung 
jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh 
jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 

' 14. Uraian Jabatan adaJah uraian ten tang informasi dan karakteristik jabatan, 
seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, 
hasil kerja, bahan kerja, perangkat/ a]at kerja, tanggung jawab, wewenang, 
rincian tugas, namajabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat 
kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan syaratjabatan. 
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DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR .2.(; 

LAOS 
Diundangkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 2 7 on lDZO 
SEKRETRIS DAERAH 
KAB PATEN PULAU MOROTAI, 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 2 6 flCT 2010 

LAU MOROTAI, 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai. 

BAB JJl 
KETENTUAN PENUTUP 

sebagaimana tercant d 
um alam Lampiran I, Lampiran JI, Lampiran III, 

Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Larnpiran vm, Lampiran 

IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran xnr, Larnpiran XIV, 

Lampiran XV, Larnpiran XVI, Larnpiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, 
Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XJI, Lampiran XXIJJ, Larnpiran XXIV, 

Lampiran XXV, Lampiran XXVJ, Lampiran XXVII, Lampiran XXVHI, Larnpiran 

XXIX yang merupakan bagian yang tidak erpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

I 



KABUPATEN PULAU MOROTAI; 

HASIL ANALISIS JABATAN BADAN KESATUAN 
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PULAU 
MOROTAI; 

HASIL ANALISIS JABATAN BADAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KABUPATEN PULAU MOROTAI; 

HASIL ANALlSIS JABATAN DINAS SATUAN 
POLJSl PAMONG PRAJA KABUPATEN PULAU 
MOROTAI; 

HASIL ANALJSIS JABATAN DINAS PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PULAU 
MOROTAI; 

HASIL ANALISJS JABATAN DINAS KESEHATAN 
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN 
PULAU MOROTAI; 

PENANGGULANGAN 
BAD AN 

DAE RAH 
JABATAN 

BEN CANA 
ANALISIS HAS IL 

HASJL ANALISJS JABATAN SEKRETARIAT 
DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAf; 
HASIL ANALISIS JABATAN SEKRETARIAT DPRD 
KABUPATEN PULAU MOROTAI; 

HASIL ANALISIS JABATAN INSPEKTORAT 
KABUPATEN PULAU MOROTAI; 

HASIL ANALISIS JABATAN BADAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN 
PULAU MOROTAI; 

HASIL ANALISIS JABATAN BADAN 
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PULAU 
MOROTAI; 

11. LAMPIRAN XI 

10. LAMPIRAN X 

9. LAMPIRAN IX 

8. LAMPIRAN VIII 

7. LAMPJRAN VII 

6. LAMPIRAN VI 

5. LAMPIRAN V 

4. LAMPIRAN IV 

3. LAMPJRAN III 

2. LAMPIRAN II 

1. LAMPJRAN I 

DAFTAR LAMPIRAN HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI 

Li\MPJJUN 
J>l!.RATUfMN OUP/\TI PULAU MOROTAI 
N M R :).£, TAI JUN 2020 
TENT ANG 
III\ IL ANJ\LJ JS JJ\BAT/\N Dl 
LrNGJ UNGAN PEMERJNTJ\JI KAOUPATEN 
PUL.i\U M R TJ\f 



Dipindai dengan CamScanner 

8 

HASIL AN ALI SIS JABATAN DIN AS 
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI 
DAN UMKM KABUPATEN PULAU MOROTAI· 

' 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN PULAU MOROTAI; 
HASIL ANALISIS JABATAN DINAS LJNGKUNGAN 
HIDUP KABUPATEN PULAU MOROTAI; 

HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PEMUDA DAN 
OLAHRAGA KABUPATEN PULAU MOROTAI; 

HASIL ANALISIS JABATAN DIN AS 
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 
KABUPATEN PULAU MOROTAI; 

HASIL AN ALIS IS JABATAN DINAS 
PERHUBUNGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI· 

' 

DIN AS JABATAN ANALISIS HAS IL 

HASJL ANALJSJS JABATAN DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN KABUPATEN PULAU MOROTAI; 

HAS IL AN ALIS JS JABATAN DIN AS 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
KABUPATEN PULAU MOROTAI; 

HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN 
PULAU MOROTAI; 

HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PERUMAHAN 
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN 
PULAU MOROTAI; 

HASIL ANALIS1S JABATAN DINAS PARIWISATA 
KABUPATEN PULAU MOROTAI; 

HASIL ANALISIS JABATAN DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PULAU 
MOROTAI; 

HASIL ANALISIS JABATAN DINAS TENAGA 
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PULAU 
MOROTAf; 

HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PERTANIAN 
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU 
MOROTAI; 

25. LAMPIRAN XXV 

24. LAMPIRAN XXIV 

23. LAMPIRAN X)CilI 

22. LAMPIRAN )OCII 

21. LAMPIRAN XXI 

20. LAMPIRAN XX 

19. LAMPI RAN XIX 

18. LAMPIRAN XVIII 

1 7. LAMPIRAN XVII 

16. LAMPIRAN XVI 

15. LAMPIRAN XV 

14. LAMPIRAN XIV 

13. LAMPIRAN XIII ( 

12. LAMPIRAN XII 
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AU MOROTAI, 

HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN PULAU MOROTAI; 

HASIL ANALTSIS JABATAN RUMAH SAK1T UMUM 
DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI; 

HASIL ANALISIS JABATAN KANTOR KECAMATAN 
KABUPATEN PULAU MOROTAI; 

28. LAMPIRAN xxvnr 

27. LAMPIRAN XXVII 

26. LAMPIRAN xxvr 


